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BAB 1

FENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fembangunan disegala bidang yang tengah dilaksanakan
oleh pemerintah bersama masyarakat dewasa ini telah
mencapai momentum baru, karena telah berhasil mengatasi
berbagai ujian dan cobaan serta tantangan, khususnya di
bidang ekonomi dan telah dapat mewujudkan kerangka
landasan dasar pembangunan dan dengan belajar dari
pengalaman berharga selama empat Pelita vyang telah
berjalan, maka dengan menyadari tantangan yang masih
timbul dalam Felita ke lima, bangsa Indonesia bertekad
untuk mencapali sasaran utama pembangunan angka panang 25
tahun pertama setelah itu kita memasuki tahap tinggal
landas. Dalam tahap tinggal landas, sebagaimana vyang
ditandaskan oleh Fresiden Republik Indonesia dalam Fidato
Kenegaraan di Depan 8idang Dewan Ferwakilan Rakyat
Republik Indonesia, tanggal 16 Agustus 1991 dimana beliau
mengatakan bahwa dalam era tinggal landas nanti
pemerintah bertekad teguh untuk melanjutkan pembangunan
guna terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dengan
penuh kemandirian. Dan beliau menambahkannya babwa dalam
tahap tinggal landas nanti akan dijadikan sebagai hari

Kebangkitan Nasional yang ke dua.
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Uraian tersebut dalam skala nasional, memberikan
gambaran bahwa pembangunan di daerah dilaksanakan secara
terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan vyang
berlangsung di setiap daerah, khususnya pembangunan
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Fandang benar-benar
diupayakan dengan prioritas sesuai potensi daerah yang
ada di satu pihak dan di lain pihak bahwa secara
geografis Kotamadya Ujung Fandang sebagai kota pelabuhan
Indonesia bagian timur dan secara administratif sebagai
Ibukota Fropinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan
memerlukan perencanaan pembangunan-yang mampu menyesuai-—
kan potensi dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah
setempat khususnya Badan Ferencanaan Fembangunan Daerah.
Untuk itu daya kemampuan pengolahan pembangunan dari
seluruh aparatur pemerinttah daerah yang terkait dan
sekaligus dalam rangka mewujudkan otonomi daerah vyang
nyata, konsisten dan bertanggung jawab. Sejalan dengan
hal tersebut perlu terus ditingkatkan kemampuan Radan
Ferencanaan Fembangunan Daerah (BAFFEDA) untuk melaksana-
kan dan menentukan kebijaksanaan pembangunan yang tepat
dan serasi dengan perkembangan daerahnya untuk menjamin
terciptanya lingkungan yang sehat sesuai dengan Arah dan
Kebijaksanaan Fembangunan Felita lima sebagaimana vyang
tercantum dalam GBHN (Ketetapan MFR No.II/MFR/1988 : 100)
mengenai tujuan pembangunan di daerah, yaitu : melanjut-

kan dan melaksanakan pembangunan perkaotaan secara




3
terencana dan terpadu sehingga menjamin lingkungan yang
sehat untuk hidup, bekerijia dan berusaha.

Uraian tersebut di atas memberikan pencaran kepada
kita bahwa julukan Kotamadya Ujung Fandang sebagai Kota
Bersinar (Bersih, Sehat, Indah, Aman dan Rapi) telah
menuiu kepada pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh
sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka
mewujudkan Wawasan Nusantara yaitu terbinanya Indonesia
sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan
pertahanan keamanan.

Dalam hubungan tersebut, pemerintah daerah Kotamadya
Ujung Pandang, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAFPFEDA) sangat besar fungsi dan peranannya dalam
hal menjalankan tugas dan kewajibannya melaksanakan
pembangunan di daerah. Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Fandang dimana secara operasional Badan Ferencanaan
Fembangunan Daerah sangat dituntut fungsi dan peranannya
dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Ferencana
FPelaksanaan Fembangunan di Daerah ini.

Atas dasar tersebut, maka direncanakan untuk
menyusun skripsi dengan Jjudul sebagai berikut :

"FUNGSI BAFFEDA DALAM FROSES FENYUSUNAN ANGGARAN PEN-
DAFATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

UJUNG FANDANG".
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B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.

Fembatasan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah penelitian
ini, maka tentu ada maksud tertentu, yaitu untuk
mengetahui tugas dan fungsi serta peranan Badan
Ferencanaan Fembangunan Daerah (BAFFPEDA) Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Ujung Fandang dalam proses
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Untuk dtug maka dalam pembahasan skripsi ini
berkisar pada fungsi BAFFEDA sebagai salah satu
Badan dan dalam lingkungan Sekretariat Daerah

Tingkat II Ujung Fandang.

Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari batasan masalah tersebut, maka

pada penelitian ini akan dibagi masalahnya kemudian

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan - sebagai

berikut :

a. Bagaimanakah peranan BAFFEDA dalam proses
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja

daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Ujung
Fandang.

b. Bagaimana pulakah realisasi pelaksanaan tugas
BAFFEDA dalam proses daerah selama kurun waktu

tertentu.




C.

S
Faktor—-faktor apa sajakah yang menghambat
pelaksanaan tugas dalam proses penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Tingkat

Il Ujung Fandang.

C. Tujuan dan Kegunaan FPenelitian

1.

2

Tujuan Fenelitian

(=

cl

Untuk mengetahui bagaimanan peranan BAFFEDA
dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja daerah;

Untuk mengetahui realisasi dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang diembannya sebagai salah
satu badan penyelenggara pembangunan di daerah
khususnya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Fandang:

Untuk mengetahui faktor—-faktor penghambat

pelaksanaan tugasnya.

kKegunaan Fenelitian

=

Sebagai sumzangan bagi pengembangan ilmu
pengetahuan sosial bagi masyarakat luas.

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemarintah
daerah dalam mengambil dan a&atau menentukan
program berikutnya dalam rangka menyempurnakan
perencanaan selanjutnya. Dalam hal ini bagi

Badan Staf di lingkungan Sekretariat Wilayah/-
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Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Ujung
Fandang:

c. Sebagai salah satu syarat dalam rangka menempuh
Ujian Sarjana Negara pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Folitik Jurusan Ilmu Administrasi
Frogram Ilmu Administrasi Negara Universitas

"45" Ujung Fandang.

D. Kerangka Pemikiran

Badan Ferencanaan Fembangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung FPandang dalam kedudukannya
sebagail badan staf yang langsung berada dan bertanggung
jawab kepada Walikotamadya mempunyai tugas pokok pembantu
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Fandang
dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan di
daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Dibentuknya Badan Ferencanaan Fembangunan Daesrah
pada umumnya untuk menyeslenggarakan tugas dan fungsi
dasrah sebagai daerah otonom. Dengan maksud agar
pelaksanaan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan
secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar Lenar-—
benar pelaksanaan pembangunan di daerah  sesual dengan
perioritas dan potensi daerah. Sehubungan dengan uraian
ini sesual pula dengen vyang tercantum dalam GEHN
(Ketetapan MFR No.II/MPR/1988) mengenai Fembangunan di

Daerah yaitu i
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"Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan
serasi serta diarahkan agar pembangunan yang
berlangsung di setiap daerah benar—-benar dengan
prioritas dan potensi daerah, sedang keseluruhan
pembangunan di daeah merupakan satu kesatuan
pembangunan nasional sebagai perwujudan wawasan
nusantara, vyaitu terbinanya Indonesia sebagai satu
kesatuan politik, ekonomi , sosial budaya dan
pertahanan keamanan'.

Amanat rakyat vyang dituwangkan dalam bentuk Garis-
garis Besar Haluan Negara dalam rangka mewujudkan
perubahan keadaan yang lebih baik dari keadaan
sebelumnya. Dan untuk mewjudkan satu kesatuan wawasan
nusantara, mé ke é pembangunan di daerah seyogianya
dilaksanakan secara terpadu dan terencana. Hal ini sesuai
pula dengan tujuan pembangunan nasional yang tercantum
dalam GBHN (Ketetapan MFR No.II/MFR/1988) mengenai pola
Dasar Fembangunan Nasional, yaitu :

"FPembangunan nasional bertujuan untuk mewuwjudkan
suatu masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spritual berdasarkan Pancasila di
dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan
rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang
aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam
linghkungan pergaulan dunia yang merdeka,
bersahabat, tertib dan damai'".

Bertitik tolak dari kedua kutipan tersebut, maka

pemerintah daerah memerlukan upaya—-upaya maksimal untuk
mewwjudkan pelaksanaan pembangunan di daerah agar lebih

terarah dan terpadu segala bidang. Dalam hal ini Badan

Ferencanaan Fembangunan Daerah di tuntut keuletannya
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dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sebagai badan
staf di daerah, maka seyogyanya mampu mendesain
kebijaksanaan/rencana dan program—programnya di daerah,
mulai dari pelaksanaan, komunikasi serta evaluasi dan
pengawasan, karena pada umumnya Badan Ferencanaan
Fembangunan Daerah berfungsi membantu Kepala Daerah dalam
menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pem—
bangunan di daerah serta penilaian terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan tersebut.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional
dan pelaksanaan pembangunan di daerah secara terpadu dan
serasi serta dapat mewujudkan otonomi daerah yang nyata,
maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk untuk
mencapai tujuan tersebut. Dimana berdasarkan ketetapan
MFR. No.II/MFR/1988 baik mengenali pembangunan di daerah
maupun mengenai maksud dan tujuan pembangunan nasional
dapat disimpulkan bahwa dibentuk Badan Ferencanaan
Fembangunan Daerah tahun 1980 berdasarkan pertimbangan
untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan
pembangunan di daerah, karena untuk memadukan seluruh
program memer lukan perencanaan , pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi (penilaian) dari
pelaksanaan kebijaksanaan yang berbentuk program. Hal ini
seyogyanya diperlukan baik tingkat pusat maupun tingkatt
daerah. Maka dengan demikian jika uraian diatas berbicara

secara nasional, untuk skala daerah dalam rangka mewujud-
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kan pembangunan masyarakat vyang adil dan makmur di
daerah, ini merupakan tugas Badan Ferencanaan Daerah,
karena fungsinya sebagai penyusun Fola Dasar Fembangunan
Daerah, baik jangka panjang, menengah maupun jangka
pendek.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Jalan keluar guna
tercapainya tujuan sebagaimana yang di inginkan dan telah
ditentukan sebelumnya, maka di lihat dari sudut pandang
Administrasi diupayakan unit—unit organisasi pemerintahan
daerah secara menyeluruh seyogyanya mampu mendesain
kebijaksanaan dan programnya agar dapat mendorong proses
pembangunan, khususnya dalam proses penyusunan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah, pada umumnya perlu
diperhatikan adalah tingkat ekonomi daerah vyang ber-
sangkutan, karena demikian halnya maka untuk memecahkan
masalah mengenai proses penyusunan anggaran agar
diperbleh hasil guna dan daya guna yang maksimal
diperlukan kemampuan untuk dapat mendesain kebijaksanaan,
rencana dan pelaksanaan angga;an vang telah di susun
sedemikian rupa.

Sebagaimana yang dikemukakan (Eintoro Tiokroamidjojo,
1987 : 100) mengatakan bahwa :

"Froses analisa dan pembentukan kebijaksanaan negara
atau pemerintah (sudah barang tentu termasuk dan
terutama kebijaksanaan pembangunan di bagi dalam
tahap sebagai berikut :

1. Folicy germination. Fenyusunan FKonsep pertama
dari suatu kebijaksanaan;
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2. Policy recomendation. Rekomendasi sesuatu
kebijaksanaan:

3. Policy Analysis. Analisa kebijaksanaan. Dimana
berbagai informasi dan penelaahan dilakukan
terhadap adanya rekomendasi suatu kebijaksanaan.
Biasanya mempertimbambangkan berbagai alternatif
implikasi pelaksanaannyas:

4. Policy formulation. Formulasi atau permusuhan
dari pada kebijaksanaan yang sebenarnyaj;

9. iPolicy decision atau policy approval.
Fengambilan keputusan atau persetujuan formil
terhadap suatu kebijaksanaan. Biasanya hal ini
kemudian disyahkan dalam bentuk perundang-
undangan atau peraturan (legitimasi)g

6. Folicy implementation. Felaksanaan kebijaksanaan—
kebijaksanaan;

7. Policy evaluation. evaluasi pelaksanaan
kebijaksanaan—kebijaksanaan. Dapat dilakukan
dengan mengikuti secara berkala, ataupun pada
sesuatu waktu tertentu, seringkali menghasilkan
suatu penyesuaian melalul analisa kebijaksanaan
dan formulasi kebijaksanaan baru".

Ferencanaan anggaran adalah perumusan kebijaksanaan
dalam perencanaan anggaran ada dua hal yang perlu
diketahui vyaitu pertama bagaimana anggaran direncanakan
dan ke dua bagaimana memadukan dua persogalan pokok, yaitu
kemampuan pembiayaan disatu pihak dan pada pihak lain
bagaimana menemukan anggaran pendapatan sesuai dengan

yang direncanakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dibawah ini dapat

ditarik suatu kesimpulan bahwa urntuk mewujudkan
pelaksanaan tugas otonomi daerah yang nyata dan
bertanggung Jawab terletak pada Badan Ferencanaan

Fembangunan Daerah sebagai badan staf diwilayah daerah
yang bersangkutan, karena pelaksanzaan program pembangunan

daerah memerlukan kemampuan menganalisa terhadap berbagai
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potensi pendukung uwsaha pencapaian tujuan sebelumnya,
memproyeksi kenyataan-kenyataan vyang ada sekarang dan
akan datang sebagai modal dasar perbaikan rencana
selanjutnya dan mampu mengambil keputusan yang sifatnya
mendukung tercapainya tujuan daerah. Apabila ketiga
alternatif tersebut dapat dilaksanakan dan dinilai baik
maka Badan Ferencanaan Fembangunan Daerah akan besar
peranannya terhadap pencapaian tujuan pembangunan di
daerah, di mana Badan Ferencanaan Fembangunan Daerah
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Frogram
Kerjanya (1990 - 1991 : 2), yaitu :
“"BAFFEDA Kotamadya Dati II Ujung Fandang dalam
kedudukannya sebagai badan staf vyang langsung
berada di bawah dan bertanggung Jjawab kepada
Walikotamadya KDH Tingkat 11 Uiung Fandang
mempunyai tugas pokok membantu walikotamadya KDH
Tingkat 11 Ujung Fandang dalam menentukan
kebijaksanaan di bidang Ferencanaan Fembangunan di
Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya".

Untuk mewujudkan tugas dimaksud, maka Badan
Ferencanaan Fembangunan Daerah mempunyai fungsi antara
lain : menyusun Fola Dasar Fembangunan daerah vyang
terdiri dari Daerah dan Fola Umum FELITA Daerah,
menyusun Frogram Tahunan sebagai pelaksanaan rencana-
rencana tersebut baik program yang akan di biayai oleh
pemerintah daerah sendiri, program yang diusulkan kepada

pemerintah daerah tingkat I untuk dimasukkan ke dalam

program daerah tingkat I dan atau yang di usulkan kepada
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pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program
tahunan nasional. Melakukan koordinasi diantara dinas-
dinas organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah
dan instansi fertikal serta kecamatan—-kecamatan dan
badan—-badan lain yang berada dalam wilayah daerah vyang
terutama adalah Menyusun Rencana Anggaran Fendapatan dan
Belanja Daerah bersama—-sama dengan bagian keuangan atas
koordinasi sekretaris wilayah/daerah, mengikuti persiapan
penyusunan rencana dan kegiatan lain—-lain.

Menyadari pentingnya peranan Badan Ferencanaan
FPembangunan Daerah di mana kehadirannya adalah untuk
menyelenggarakan tugas—tugas pemerintahan dan melaksana-—
kan pembangunan maka dalam upaya meningkatkan peranannya
tersebut pihak Badan Perencanaan Fembangunan Daerah perlu

mengadakan :

1. Ketua BAFPFEDA dalam hal ini sekretaris BAFFEDA sebagai
Badan Staf perlu mengadakan analisa terhadap berbagai
potensi pendukung usaha pencapaian tujuan daerah.
Dalam hal ini khususnya potensi pendukung proses
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerahg

2. Perlu mengadakan persiapan dan perkembangan pelaksana-
an rencana pembangunan di daerah agar dapat mem-—
proyeksikan kenyataan—kenyataan vyang ada sekarang
sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perkiraan-

perkiraan dari perkembangan yang mungkin terjadi dan
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mengambil berbagai alternatif langkah kegiatan guna

menyempurnakan perencanaan pembangunan lebih

dalam hal ini penyusunan anggaran pembangunan

anggaran rutin.

lanjut

maupun

3. Unttuk menghimpun data dan informasi tersebut di atas,

maka pihak BAFPEDA perlu mengadakan koordinasi di

antara Dinas satuan organisasi lain dalam 1lingkungan

wilayah daerah instansi-instansi vertikal, kecamatan-—

kecamatan dan badan-badan lain untuk memadukan.

Selama

tidak bertentangan dengan perundang—-undangan dan

peraturan yang berlaku yang telah di tetapkan.

Apabila alternatif vyang telah dituangkan

dalam

pernyataan tersebut dapat dilaksanakan dan tidak terlepas

dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka

peranan dan realisasi program kerja akan

meningkat sebagaimana diinginkan demikian pula
penghambat akan semakin kecil. dan akan tercapai
pembangunan daerah sebagal Kota Bersinar (bersih,

indah, aman dan rapih).

E. Metodologi
1. Metode Fenelitian
Fenelitian digunakan metode Deskriptif,

dengan tujuan untuk membuat pencanderaan

semakin
faktor
tujuan

sehat,

yvaitu

secara

sistimatis, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat

dan fakta-fakta populasi atau daerah tertentu.
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Fopulasi dan Sampel

Fopulasi adalah pegawai dalam lingkungan Kantor

Badan Ferencanaan Fembangunan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Ujung Fandang. Mengingat demikian

besar dan banyaknya jumlah populasi, maka penulis

memilih sampel yang di anggap representatif. Dari
sampel tersebut dijadikan sebagai responden yang
diharapkan dapat memberikan data atau informasi
yang faktual dan akurat mengenai fungsi Badan

Ferencanaan Fembangunan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Ujung Pandang.

Sampel yang terpilih sebagai berikut :

a. Sekretaris Badan Perencanaan Fembangunan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Fandang;

b. 5 kKepala BRagian pada Sekretaris Badan Peren-—
canaan Fembangunan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Ujung Fandang:

c. 10 Kepala Seksi pada Sekretaris Badan Ferencana-
an Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
I1I Ujung Fandanags;

d. 15 Pegawai lainnya di lingkungan Sekretaris
Badan Ferencanaan FPembangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung Fandangj;

Teknik Fengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada dua Jjenis data vyang

diperoleh yaitu jenis data sekunder dan jenis data
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primer, ke dua jenis data tersebut dikumpulkan

melalui teknik masing-masing :

.1.

Library research (Penelitian kepustakaan) pada

cara 1ini diperoleh data Sekunder melalui hasil

pengkajian buku-buku, dokumen—dokumen, brosur-—
brosur serta tulisan ilmiah lainnya yang relevan
dengan materi pembahasan skripsi ini.

Field Research (Fenelitian Lapangan) pada teknik

ini dihimpun Jjenis data Frimer melalui hasil

pengumpulan data dari obiek penelitian, vyaitu

Badan FPerencanaan Fembangunan Dasrah Kotamadya

Daerah Tingkat II Ujung Fandang. Dalam

memperoleh jenis data primer ini digunakan dua

cara atau teknik pengumpulan data yaitu :

1). Observasi, yaitu cara pengumpulan data
melalui pengamatan langsung pada objek
penelitian vyang dimaksud di atas mengenai
beberapa kegiatan proses penyusunan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah.

2). Wawancara, yaitu cara untuk menemukan data
atau informasi yang diperlukan dengan
mempergunakan panduan wawancara, Khususnya
mengenai peranan Badan Ferencanaan FPem-
bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1
Jjung Fandang serta realisasi praogram

kerjanya dan hambatan yang dijumpai.
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4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
1. Teknik Fengolahan Data
Data yang telah dikumpulan harus di olah,
sehingga dapat memberikan keterangan—keterangan
yang berguna selanjutnya di analisa untuk
mengetahui kepastiannya khususnya mengenai
fungsi BAFPEDA dalam proses Fenyusunan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah, teknik yang
digunakan adalah Deskriptif.
2. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data
Deskriptif dan analitis, yaitu bahwa dari
pencanderaan data yang telah di olah dilakukan
berdasarkan klasifikasi data, kemudian diseleksi
berdasarkan tabulasi tabel-tabel data yang telah
di olah, selanjutnya berdasarkan klasifikasi dan
seleksi data tersebut di lakukan analisa data
berdasarkan teori yang diperoleh melalui
penelitian kepustakaan seperti yang dikemukakan
terdahulu. Dalam hal ini teori yang relevan

dengan data yang akan dianalisa.

F. Sistimatika Fembahasan
Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam
penelahan dari penulisan skripsi ini, berikut pem-—

bahasannya di susun dan dituangkan sebagai berikut :
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Bab I : Fendahuluan , memuat hal-hal Latar
Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan
dan Kegunaan Fenelitian, Kerangka Femikiran,
Metodologi dan Sistimatika Fembahasan.

Bab 11 : Tinjauwan Pustaka, memuat sub bab =
Beberapa pengertian pokok yang terdiri dari Fengertian
Ferencanaan, Fengertian Anggaran dan Fengertian
FPerencanaan Anggaran, Sub bab lainnya yaitu kKebijak-
sanaan Anggaran, Teknik—-teknik Fenyusunan Anggaran dan
Instansi-instansi vyang terlibat langsung dalam Froses
Fenyusunan Anggaran.

Bab 111 : Gambaran Tentang Objek Fenelitian,
meliputi : Dasar Fembentukan BAFFEDA, Tugas Fokok dan
Fungsi BAFFEDA, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
BAFFEDA.

Bab IV : Fembahasan Hasil Fenelitian meliputi
Feranan BAFFEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Fandang, Realisasi Kegiatan BAFFEDA Kotamadya Daerah
Tingkat IT Ujung Fandang dan Faktor—-faktor Ber-
pengaruh.

Bab V : Kesimpulan dan Saran—saran, memuat sub

bab Kesimpulan dan Saran—saran.




BAB 11

TINJAUAN FUSTAKA

A. Beberapa FPengertian Fokok
1. Fengertian Ferencanaan

Ferencanaan adalah merupakan salah satu fungsi
dari manajemen sehingga perencanaan merupakan salah
satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manejemen
yvang baik. Dan untuk membuat suatu perencanaan kita
harus memikirkan secara matang tindakan—-tindakan vyang
akan dilakukan. Hal ini berarti untuk dapat membuat
perencanaan yang baik pula.

Hal vyang sangat penting untuk diperhatikan dalam
setiap kerjasama individu dalam kelompok dalam hal ini
BAFPFEDA dengan lembaga atau instansi vyang terkait
langsung dalam melakukan perencanaan adalah perlu
diketahuinya maksud dan tujuan kerjasama yang
dilakukan bersama. Berdasarkan wuraian ini, maka
perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan
datang, apa vyang dilakukan, bilamana akan dilakukan
dan siapal yang akan melakukan. Jadi jelasnya untuk
dilakukannya perencanaan untuk melakukan sesuatu
adalah untuk memperoleh sesuatu dalam waktu yang akan
datang atau cara/usaha yang efektif untuk pencapaian
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya; oleh karena
itu perencanaan dikatakan pula sebagai suatu keputusan
apa yang akan dilakukan untuk masa akan datang.
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Untuk lebih mendukung uraian tersebut berikut
dapat akan dikemukakan pengertian atas batasan dari
perencanaan, seperti vyang dikemukakan para pakar
administrasi dan manajemen sebagal berikut g
S.FP. Siagian (1982 : 108) "Flanning dapat didefinisi-
kan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan
secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan
dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan
yang telgh ditetapkan".
Selanjutnya oleh Soewarno Handayaningrat (1985 : 126)
dikatakan bahwa "Perencanaan adalah suatu proses
sebagai suatu fungsi dan dapat dianggap sebagai suatu
keputusan”.
Ferencana sebagal suatu proses, karena perencanaan
adalah suatu tindakan pemilihan yang terbaik/-—
menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha
pencapaian tujuan. Adapun perencanaan sebagai fungsi
manajemen dimana pimpinan wajilb melakukan perencanaan
sebagai pedoman dalam kegiatannya untuk mencapai
tujuan organisasi, sedangkan perenanaan sebagai suatu
keputusan adalah untuk mencapai tujuan diperlukan
adanya kejelasan apa yvang dilakukan, bilamana akan
dilakukan dan siapa yang akan melakukannya.

Fendapat lain mengatakan pula Widjojo Nitisastro
vang dikutip oleh Bintoro Tiokroamidjojo (1986 : 14)

mengatakan :
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"Ferencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua
hal yang pertama ialah penentuan pilihan secara
sadar mengenal tujuan—tujuan konkrit yang hendak
dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar
nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang
bersangkutan, dan vang kedua ialah pilihan
diantara cara—-cara alternatif yang efisien serta
rasional guna mencapal tujuan—-tujuan tersebut.
Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka
waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara
tersebut diperlukan ukuran—-ukuran atau kriteria-
kriteria tertentu vyang terlebih dahulu harus
dipilih pula".

Berpijak dari kutipan tersebut dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu proses
yana bersifat final untuk menentukan berbagai pilihan,
tetapi merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. Oleh
karena itu rencana bukan merupakan hasil akhir pada
proses perencanaan (pembangunan), tetapi sekedar
laporan sementara. Dengan kata lain perencanaan adalah
sebagai catatan yang kompleks dari sejumlah
kebijaksanaan vyang saling berkaitan satu dengan yang
lainnya.

Selain kesimpulan tersebut bahwa perencanaan
meEmpUNyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Hasil akhir vyaitu spesifikasi dari pada tujuan-
tujuan diadakannya perencanaan. Disini ditentukan
apa yang ingin dicapai dan bila mana kita akan
mencapainya.

« b. Sumber—-sumber yaitu m=2liputi kuantitas, mendapatkan

dan mengalokasikan bermacam-macam sumber yang

tersedia atau potensi yang tersedia.
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c. Pelaksanaan yaitu menentukan prosedur pengambilan
kebijaksanaan pengorganisasian untuk dapat melaku-
kan rencana yang telah menjadi program atau proyek.
d. Pengawasan vyaitu untuk mencegah terjadinya ke-
salahan dan menyempurnakan bila terjadi kesalahan

yang ditemukan.

Dengan demikian maka arti pentingnya dan
keperluan diadakannya perencanaan untuk melaksanakan
berbagai kegiatan adalah agar penggunaan sumber
pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan
efektif, agar dapat merubah kearah perbaikan dan yang
terpenting adalah agar dapat menuju kearah
perkembangan demi kepentingan dan keadilan sosial
masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Kesimpulan tersebut sesuai dengan apa yang
dikemukakan seorang pakar Ferencanaan Fembangunan
yaitu Bintoro Tiokroamidjojo (1986 : @) dikatakan
bahwa perlunya diadakan perencanaan adalah sebagai
berikut :

"1. Dengan adanya perencanaan diharapkan ter-
dapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya
pedoman bagi pelaksanaan kegiatan—kegiatan
yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pem-—
bangunanj

2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu
perkiraan (forecasting) terhadap hal—-hal
dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.
Ferkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi

dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga
mengenai hambatan—hambatan dan resiko-resiko
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yang mungkin dihadapi. Ferencanaan mengusaha-

kan supaya ketidakpastian dapat dibatasi

sedikit mungkin;

Ferencanaan memberikan kesempatan untuk

memilih berbagai alternatif tentang cara yang

terbaik (the best alternative) atau ke-
sempatan untuk memilih kombinasi cara terbaik

(the best combination);

4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala
prioritas. Memilih urutan—-urutan dari segi
pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun
kegiatan usahanyaj

5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu
alat pengukur atau standar untuk mengadakan
pengawasan/evaluasi (control/evaluation).

2

Oleh karena tugas dan fungsi Badan FPerencanaan
Fembangunan Daerah sesuali dengan missinya yaitu
membantu pelaksanaan tugas—tugas pelaksanaan peme-—
rintahan agar daerah memperhatikan otonomi daerahnya
secara nyata dan bertanggung Jawab, maka untuk
menjamin pelaksanaan tugas tersebut BAFPFEDA mengembang
tugas membantu Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung
Fandang perlu memperhatikan arti pentingnya
perencanaan bagaimana pengertian perencanaan yang
telah dikemukakan yang penulis kutip beberapa pendapat
para ahli.

Kecuali itu Badan Ferencanaan Fembangunan
Kotamadya Ujung Pandang perlu pula memperhatikan lima
(5) hal berikut :

1. Apa kegiatan—-kegiatan atau program—program apa Yang
harus dijalankan dalam rangka pencapaili tujuan vyang

telah ditentukan sebeslumnyas;
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2. Dimana kegiatan—kegiatan tersebut akan dilaksanakan,
tidak bertentangan dengan sosial budaya setempat;
3. Bilamana program—-program vyang telah dibuat akan
dilaksanakan;
4. Dan siapa vyang akan melaksanakan. Hal ini
sehubungan dengan kemampuan para pelaksana program.

Dan mengapa perlu.

Dimana hal ini seiring dengan pendapatnya Rudyart
Kipling yang dikutip oleh S. F. Siagian (1982 : 113),
bahwa :

1. What (apa)

2. Where (dimana)
3. When (kapan)

4. How (Bagaimana)
9. Who (Siapa)

&. Why (mengapa)

Maksud pernyataan—-pernyataan tersebut adalah apa
yang akan dikerjakan dalam membuat perencanaan, tentu
sebelumnya kita perlu menentukan tujuan vyang Jjelas;
dimana akan dilaksanakan rencana yang telah dibuat
sesual dengan kondisi setempat atau tidak, mak a
terlebih dahulu kita mengadakan orientasi lokasi
dimana program akan dilaksanakan, kapan maksudnya apa
kita telah menentukan jadwal kegiatan untuk melakukan
program atau rencana yang telah dibuat, bagaimana
pertanyaan harus dijawab dengan sumber daya manusianva

dalam arti teknis pelaksanaan program apa sudah ada

petunjuk untuk menghindari dari segala kesalahan dan
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kekeliruan, siapa pertanyaan ini erat pula kaitannya
dengan kemampuan manusia yang melakukan tugas
pekerjaan, apa sudah ada tenaga spesialis yang dapat
mernjamin lancarnya pelaksanaan rencana program,
mengapa hal ini berhubungan untuk apa rencana ini
dibuat, digunakan untuk apa.

Demikian pengertian dan arti pentingnya
perencanaan apabilila pimpinan organisasi pada umumnya,
khususnya Ketua Badan Perencanaan Fembangunan Daerah
Tingkat 11 Uiung Fandang memahami sungguh-sungguh
makna dari keenam pertanyaan tersebut dalam hal
melakukan perencanaan pembangunan, maka untuk masa-
masa akan datang akan lebih baik lagi dari sekarang

ini dan lebih berkembang lagi.

2. Pengertian Anggaran
Fada dasarnya anggaran terdiri dari dua hal yaitu
pendapatan atau penerimaan dan belanja atau
pengeluaran, dengan demikian anggaran erat kaitannya
dengan yang dimaksud keuangan dimana keuangan dapat
diartikan sebagai berikut : oleh M. Natsir A. Fattah
mengatakan bahwa uang adalah :
"1. Sebagai alat ukur (medium of cange)
2. Sebagai alat Ekesatuan nilai (Standart of
Value)
3. Sebagai alat penyimpanan kekayaan (Store of
Fayments)

4. Sebagai alat pembayaran (standar of defered
Fayments)".
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Dengan pengertian uwang tersebut dapat kita
beralih pada pengertian anggaran yaitu suatu rancangan
atau rencana pekerjaan keuangan yang ada pada suatu
pihak mengandung Jjumlah pengeluaran dan pendapatan
yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk
membiayai kepentingan negara atau daerah pada suatu
waktu tertentu, sekarang maupun akan datang dan pihak
lain dapat pula dikatakan sebagai perkiraan
pendapatan/penerimaan yang akan mungkin dapat diterima
dalam masa lalu, sekarang dan masa akan datang.

Dapat pula dikatakan bahwa anggaran adalah
rencana pekerjaan keuangan yang berisi tentang pertama
suatu perkiraan jumlah wang yang setinggi-tingginya
untuk pengeluaran yang dibutuhkan untuk membiayai
keperluan rumah tangga negara atau daerah dalam bidang
tertentu disatu pihak dan dilain pihak anggaran adalah
suatu rencana pendapatan yang mungkin akan diterima
dalam waktu vyang bersamaan sebagal penutup dari
pengeluaran—pengeluaran tersebut atau dengan kata lain
anggaran adalah terdiri dari dua unsur yaitu anggaran
biaya dan anggaran pendapatan.

Ulasan tersebut tidak Jjauh berbeda dengan y ang
dikemukakan ahli yaitu Soewarno Handayaningrat (1985 :
128 dan 131) dikatakan bahwa :

“Anggaran adalah proses penentuan keadaan vyang
berhubungan dengan dana organisasi. Anggaran
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organisasi adalah suatu rencana yang meliputi
sumber—-sumber dana vyang akan ada kaitannya
terhadap semua tahap—tahap kegiatan untuk
periode tertentu dalam waktu y ang akan datang".

Selanjutnya dikatakan pula oleh ahli yang sama
Soewarno Handayaningrat (1985 : 131) dikatakan bahwa:

"Anggaran adalah pernyataan dalam bentuk angka-

angka terutama dalam bentuk perhitungan
keuangan, dengan penharapan agar kegiatan pada
suatu periode tertentu hasilnya dapat diperoleh
untuk waktu yang akan datang".

Dari penyajian beberapa pengertian tentang
anggaran tersebut dapat disimpulkan secara sederhana
bahwa anggaran adalah rencana yang disiapkan mengenal
pendapatan dan belanja negara atau daerah dalam
memilih dan memperkirakan selain memberikan gambaran
perencanaan yang sesungguhnya untuk setiap kegiatan
vang akan dikerjakan. Jelasnya anggaran menentukan
dimana kegiatan itu dialokasikan dan diarahkan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetepkan
sebelumnya. Dengan perkataan lain anggaran adalah
penentu terjaminnya rangkaian rencana yang akan
dikerjakan, karena tanpa anggaran kegiatan apapun
dalam suatu organisasi tidak akan dapat terlaksana
apalagi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Fada dasarnya anggaran mempunyai tiga (3) fungsi

penting dalam suatu perencanaan pembangunan yakni :
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Strategi Ferencanaan, yaitu bahwa anggaran
berfungsi sebagal alat ukur untuk menentukan
sasaran dari suatu organisasi serta menetapkan cara
penggunaan dana untuk mencapai suatu sasaran vyang

meliputi :

a. Fenetapan sasaran dan kebijaksanaan Jjangka
panjang serta mekanisme koordinasi untuk
mencapali sasaran tersebut.

b. Penetapan kriteria yang dipakai dalam menilai
usul rencana anggaran  yang diajukan oleh
Departemen—departemen.

c. Fenetapan program yang dikerjakan, program
lanjutan dan program yang harus ditinjau kembali
atau dihentikan.

Fengendalian Manajemen, yaitu sebagai alat untuk

mengetahul bahwa dana yang tersedia telah digunakan

dengan prinsip daya guna dan hasil guna vyang
oprimal dalam rangka pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan. Hal ini meliputi :

a. Pemilihan program vyang terbaik untuk mencapai
tujuan

b. Femilihan proyek yang terbaik diantara berbagai
usulan proyek

c. Fenetapan hubungan kerja antara instansi

pelaksana pekerjaan.
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3. Pengendalian Organisasi, dimaksudkan sebagai alat
penguji apakah sasaran telah tercapai dengan
berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara
pelaksanaan anggaran. Seperti :
a. Ketentuan tata cara pelaksanaan anggaran/rencana
b. Ketentuan mengenai pengeluaran agar tidak

dibebankan pada satu jenis pengeluaran.

c. Ketentuan mengenal penyusunan laporan pelaksana-

an anggaran.

Dikatakan demikian bahwa tanpa anggaran semua
pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak akan
berjialan sebagainana yang diharapkan.

Dengan demikian maka kita dalam penetapan atau
penyusunan anggaran perlu memperhatikan tekrlk—-teknik
penyusunannya sebagaimana akan dikemukal!.an pada sub

bab khusus.

3. Fengertian Ferencana Angcaran

Bertitik tol sk dari pembahasan sebelumnya
mengenal perencanaan dan  anggaran, dikatakan bahwa
porencanaan itu adalah sebagai suatu proses kegiatan
vsaha yang terus menerus dan menyeluruh dari
penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatap,
pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan-
nya. Hal vyang terakhir sering pula disebut sebagai

pengendalian atau pengawasan.
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Sedangkan anggaran sendiri diartikan sebagai
proses penentuan keadaan yang berhubungan dengan dana
organisasi. Dan anggaran organisasi adalah suatu
rencana vyang meliputi sumber-sumber dana vyang ada
kaitannya terhadap semua tahap—tahap kegiatan untuk
priocde tertentu dalam waktu yang akan datang.

Jika dikaitkan antara perencanaan dan anggaran,
berikut dapat dibsrikan gambaran mengenai hubungannya
bahwa salah satu orientasi pelaksanaan dari pada
perencanaan pembangunan adalah perlunya kaitan atau
hubungan yang erat antara perencanaan dengan anggaran.
Dengan tujuan adalah agar apa yang akan direncanakan
sebagaili kegiatan usaha pembangunan mendapat kepastiaan
penyediaan sumber-sumber dana yang mantap. Dengan
demikian terdapat pula jaminan yang dapat dilakukan
penilaian suatu kegiatan usaha tersebut atau kegiatan
pelaksanaan program atau proyek dilihat dari sudut
keterbatasan sumber—-sumber pembiayaan pembangunan.
Hubungan antara perencanaan dengan anggaran menjamin
kepastian pembiayaan, dan dilain pihak perencanaan
akan memberikan perhatian terhadap keterbatasan
pembiayaan tersebut. Berpijak dari uwuraian tersebut
dapat dikatakén bahwa antara perencanaan dan anggaran
sangat erat kaitan seperti dikatakan oleh BEintoro

Tijokroamidjoio (1986 : 167) bahwa :
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"Di Indonesia diadakan hubungan yang erat Badan

Ferencanaan dan Badan Fenyusunan Anggaran dalam

tingkat perencana ini dengan institusionalisasi

bahwa segala proyek pembangunan dan pembiayaan-—
nya harus disetujui bersama oleh ke dua badan
tersebut”.

Keserasian hubungan tersebut dicerminkan pula
dalam tata cara perencanaan dan penyusunan anggaran,
yaltu diserasikannya jadwal kegiatan perencanaan dan
Jadwal kegiatan penyusunan anggaran. Tata acara
tersebut harus pula dilengkapi dengan berbagai tata
aturan tentang penyediaan pembiayaan untuk pelaksanaan
kegiatan program—program dan proyek-—-proyek dan harus
bertemu pada saat yang sama. Demikian pula adanva
keserasian perolehan informasi balik, pelaporan dan
analisa proyek-proyek.

Dari uraian mengenai hubungan antara perencanaan
dengan anggaran tersebut memberikan gambaran buat kita
untuk memberikan batasan atau pengertian tentang
perencanaan anggaran vang dimaksud, berikut
dikemukakan pendapat salah seorang ahli vyaitu oleh
Koetomi Djajadibrata mengemukakan bahwa :

"Ferencanaan anggaran adalah formulasi/perumusan

kebijaksanaan yang meliputi aspek antara lain :

1. Analisa terhadap berbagai potensi pendukung

usaha pencapaian tujuan nasional/daerah.

2. Froyeksi kenyataan—-kenyataan yang ada
sekarang sebagal modal dasar untuk melakukan
perkiraan—perkiraan (forecast) dari per-—
kembangan vyang mungkin terjadi dan dalam
penyusunan berbagai alternatif langkah

kegiatan (alternatif courses of action) vyang
mungkin ditempuh.
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3. FPengambilan keputusan (decision making)".

Untuk mencapai sasaran dari pengertian tersebut
perlu memahami lebih dahulu pengertian perencanaan
anggaran sebagaimana yang tertera pada kutipan
tersebut dan perlu diperhatikan dalam perencanaan
anggaran inli adalah sebagaimana anggaran direncanakan.

Dengan demikian maka kita dapat mengambil suatu
kesimpulan bahwa untuk mencapai sasaran sebagaimana
yang dikehendaki dengan tujuan dari pada perencanaan
anggaran vyaitu menganalisa berbagai potensi sebagai
modal dasar agar dapat mengambil keputusan yang tepat
sehingga dapat berdaya guna serta dapat berhasil guna
keperluan pembangunan dewasa ini khushanya pembangunan
di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Fandang.

Berpijak dari kesimpulan tersebut, maka Pihak
pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Fandang
khususnya Badan Ferencanaan Fembangunan sebagai Badan
Staf dalam lingkungan Kotamadya Ujung Fandang perlu
memperhatikan bahwa suatu perencanaan Anggaran akan
mempunyail arti penting yaitu dapat berdaya guna dan
berhasil guna jika memperhatikan landasan prokondisi
sosial ekonomi stabil dan terdapatnya suatu per-
tumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan indikator bahwa
perencanaan anggaran, arti berdaya guna dan berhasil

guna, oleh karena itu maka landasan vyang dimaksud
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terlebih dahulu dijadikan sebagai perhatian utama dan

pertama.

Kebijaksanaan Anggaran

Anggaran Fendapatan dan Belanja Negara (AFEN)
mempunyai nilai strategis bagi pencapaian tujuan-
tujuan nasional, jika itu dalam skala nasional, tetapi
dalam skala daerah juga mempunyai yang sama, oleh
karena itu maka kebijaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tidak dapat keluar dari tujuan-tujuan
daerah yang bersangkutan yang ingin dicapai yang dalam
penjabarannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan,
bergerak secara dinamis. Penjabaran dari tujuan—tujuan
dasrah yang bergerak secara dinamis tersebut menjadi
tugas Femerintah Daerah Tingkat II Ujung Fandang dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat didaerahnya dan
masyarakat setempat. Penjabaran tujuan—tujuan daerah
yang dimaksud dilahirkan dalam bentuk peraturan daerah
vang dikeluarkan oleh Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah.
Inilah yang merupakan acuan pokok bagi Walikotamadya
Dasrah Tingkat II Ujung Pandang menetapkan kebijak-
sanaan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dalam berbicara masalah kebijaksanaan anggaran
tersebut, perlu dikemukakan salah seorang yang

berpendapat yaitu : Sri Bintang Pamungkas dalam
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Majalah Frisma edisi April 1988 dikemukakan sebagai
berikut :

"Sejak dua tahun terakhir ini, penyusunan Rencana
Anggaran Belanja Negara (AFPBN) telah memasukkan
3 (tiga) asumsi pokok : Fertama, asumsi anggaran
berimbang (balanced budget) yang dinamis, ke dua
asumsi tentang trend harga minyak dan ketiga
asumsi tentang kemampuan kelembagaan dalam
meningkatkan penerimaan dari pajak".

Ke tiga asumsi pokok tersebut, bahwa konsep
anggatran berimbang tersebut kemudian dilanjutkan
sebagai pengeluaran tahun anggaran yang bersangkutan
harus dipotong dengan penerimaan hari ini pula, atau
dengan kata lain pengeluaran tahun anggaran vyang
bersangkutan harus dipotong dengan penerimaan tahun
yang sama pula. Melihat trend penerimasan dari sektor
pajak sangat terbatas dengan kemampuan kelembagaan,
maka dengan sendirinya pengambilan keputusan untuk
menciutkan pengeluaran belanja negara atau daerah
adalah konsekwensi logis bila diterapkan sistim
anggaran berimbang ini.

Untuk lebih jelasnya berikut dikemukakan apa yang
dimaksud dengan kebijaksanaan anggaran tersebut oleh
Koestomi Djajadibrata (1987 : 15) mengatakan bahwa :

"Kebijaksanaan anggaran adalah penerimaan lebih

kecil dari pada pengeluaran, dimana deficit
ditutup dari sumber pungutan vyang bersifat

memaksa vyaitu melalui pencetakan uwang seperti
pajak dan lain—-lain".
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Yang dimaksud dengan pengertian tersebut, bahwa
khusus pembiayaan pembangunan di daerah, terutama
dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, sebagai
pemerintah daerah otonom. Femerintah Daerah 3juga
menerima pendapatan—pendapatan dan perlu pula
melakukan pengeluaran keuangan. Hal ini perlu pula
didasarkan atas dasar adanya kebijaksanaan anggaran,
melalui rencana penyusunan anggaran daerah yvang
disyahkan oleh Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Tingkat II Ujung Pandang.

Pemerintah daerah dalam mengambil keputusan
tentang kebijaksanaan anggaran memerlukan pula sumber-—
sumber apa yang menjadi lapangan penerimaan daerah,
oleh karena itu perlu dikemukakan pula sumber
penerimaan daerah secara sederhana yang dikemukakan
oleh Bintoro Tiockroamidjojo (1987 H 160-161)
mengemukakan sebagai berikut =

"1. Dari pendapatan dan melalui pajak yang

sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang
bukan menjadi kewenangan pemajakan pemerintah
pusat dan masih ada potensinya di daerah.

2. FPenerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah,
seperti misalnya retribusi, tarif perizinan
tertentu dan lain—-lain.

3. Fendapatan—-pendapatan daerah yang diperoleh
dari keuntungan perusahaan—-perusahaan daerah.
Yaitu perusahaan—-perusahaan yang mendapatkan
modal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan
daerah (merupakan dari kekayaan negara).

4. Fenerimaan daerah dari perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah.

S. FPendapatan daerah karena pemberian subsidi

secara langsung atau vyang penggunaannya
ditentukan untuk daerah tersebut.
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6. Fenerimaan dari pinjaman—pinjama yang
dilakukan pemerintah daerah sendiri".

Hasil—-hasil penerimaan tersebut dipergunakan oleh
daerah untuk keperluan—-keperluan pembiayaan
pembangunan, baik rutin maupun pembiayaan pembangunan.

Selanjutnya dalam Undang—undang Nomor S tahun
1974 tentang Femerintahan di Daerah, dikatakan bahwa
sumber—-sumber pendapatan daerah adalah sebagai
berikut :

"Fendapatan asli daerah sendiri, vyang terdiri

dari @

1. Hasil pajak daerah

2. Hasil retribusi daerah

3. Hasil perusahaan daerah

4. Lain—lain hasil usaha daerah;

Fendapatan berasal dari pemberian pemerintah

yvang terdiri dari :

1. Sumbangan dari pemerintah

2. Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan
peraturan perundang—-undangan.

Z. Lain-lain pendapatan vang sah".

Berpijak dari konsep-hkonsep vang telah di-
kemukakan tersesbut, maka dapat ditarik suatu
kesimpulan, bahwa anggaran mempunyali fungsi yaitu :

1. Fungsi hukum, dimaksudkan agar anggaran berfungsi
hukum diwuwjudkan dalam bentuk undang-undang
anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah
(AFEN/AFBD) vyang ditetapkan sebagai undang-undang -

berarti mempunyai fungsi hukum (formil) berarti

Radan Legislatif (Dewan Ferwakilan Rakyat/Dewan
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Ferwakilan Rakyat Daerah) memberikan kuasa kepada
Badan eksekutif (pemerintah) untuk melaksanakan
kegiatan—kegiatan pembangunan berupa proyek-proyek
yang telah ditetapkan dalam anggaran, yang mana
sumber pembiayaannya berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara/daerah, disamping itu
fungsi hukum anggaran ini dimaksudkan wuntuk mem-
batasi ruang gerak pemerintah yang mana anggaran
vang akan dilakukan pemerintah tidak boleh
menyalahi undang-undang.

Fungsi materiil, vyaitu berarti anggaran merupakan
suatu rencana (planning) vang diwujudkan dalam
nilai mata uwang, disatu pihak bersisi jumlah—-jumlah
pengeluaran (belanja) untuk membiayaoi kegiatan-—
kegiatan dan proyek-proyek pemerintah untuk masa
satu tabun mendatang, dilain pihak berisi Jjumlah-
Jumlah dari sumber—-sumber pendapatan daerah, yang
diperkirakan akan dapatt diterima selama masa satu
tahun mendatang untuk menutupi pengeluaran-
pengeluaran yang dimaksud.

Fungsi kebijaksanaan, dimaksudkan disini bahwa
anggaran daerah dapat berfungsi sebagai kebijak-
Sanaan berarti anggaran daerah menggambarkan
kebijaksanaan—kebijaksanaan vang akan dijalankan
oleh pemerintah untuk masa satu tahun anggaran

mendatang. dan disini pihak legislatifpun dapat
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berpatokan pada besar kecilnya anggaran yang
tersedia atau yang diusulkan oleh pihak pemerintah

(eksekutif).

Ferlu diketahui bahwa walaupun anggaran telah
ditentukan/ditetapkan dengan Undang-undang dan mem—
punyai fungsi tersebut diatas, tetapi bagi pemerintah
tetap berfungsi sebagai rencana, tetapi tidak terlepas
dari fungsi hukum, materil dan kebijaksanaan seperti
yang telah diuraikan tersebut.
Khusus untuk fungsi kebijaksanaan dari anggaran
dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya anggaran dapat
digunakan sebagai alat menentukan kebijaksanaan atau
pengambilan keputusan seperti menenukan strategi
perencanaan, pengendalian manajemen dan pengendalian
operasional. Dimaksudkan bahwa :
1. Strategi perencanaan digunakan sebagai alat
bagaimana sistim mantapkan sasaran dari suatu
organisasi dalam hal ini BAFFEDA Tingkat II Ujung
Fandang serta cara penggunaan dana untuk mencapai
suatu sasaran yang meliputi =
a. Menetapkan sasaran dan kebijaksanaan Jjangka
panjang serta mekanisme koordinasi untuk
mencapal sasaran tersebutg

b. Fenetapan kriteria yang dipakai dalam menilai
usul anggaran yang diajukan oleh dinas-dinas

daerah;
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c. Penetapan program yang akan dikerjakan.

Fengendalian manajemen, dimaksudkan sebagai .alat

untuk mengetahui bahwa dana yang tersedia telah

digunakan dengan prinsip daya guna dan hasil guna
vang secara oprimal dalam rangka pencapaian tujuan
yvang telah ditetapkan yang meliputi :

a. Penilaian program mana vyang terbaik untuk
mencapai tujuwan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Femilihan proyek yang terbaik diantara berbagai
usulan proyek yang terbaik pulaj;

c. FPenetapan hubungan kerja antara beberapa
instansi pelaksanaan atau dinas-dinas yang
terkait langsung dalam pelaksanaannya.

Fengendalian operasional, yaitu sebagai alat

penguili atau evaluasi dari pada pelaksanaan proyek-—

proyek dengan berdasar pada ketentuan—ketentuan
yang berlaku seperti :

a, Ketantuan tata cara pelaksanaan anggaran di
daerah yang bersangkutang

b. Ketantuan atau peraturan tentang penageluaran
dan penerimaan;

c. Ketentuan atau peraturan tentang penyusunan
laporan pelaksanaan anggaran serta pertanggungan

Jawabnya.
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C. Teknik-Teknik Penyusunan Anggaran

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa Tfungsi
anggaran sebagai alat penetapan strategi perencanaan,
manajemen pengendalian dan sebagai alat pengendalian
operasional atau disebut juga sebagai alat pengawasan
atau evaluasi pelaksanaan proyek. Dimana dinas-dinas
daerah merupakan unsur pelaksana penyusunan anggaran
yang dalam penyusunan anggaran muncul campur
tangannya baik langsung maupun tidak langsung.

Fekerjaan menyusun anggaran merupakan pekerjaan
yang rumit dan besar resikonya buat lembaga vyang
langsung terlibat di dalamnya, karena harus memper-
hatikan azas dan tujuan kemana anggaran akan ditujukan
dan harus memiliki pandangan luas tentang kondisi dan
peradaban daerah vyang bersangkutan demikian pula
kesatuan—kesatuan organisasi yang terlibat di dalamnya
yang masing—masing melakukan sesual dengan tugas dan
fungsinya masing-masing. Kemampuan dalam penyusunan
anggaran daerah adalah merupakan wujud kecakapan dan
kepekaan terhadap potensi-potensi yang tersedia untuk
dijadikan sebagai salah satu penetapan kebijaksanaan

anggaran .

Sebagai bahan pertimbangan dalam pekeriaan
penyusunan anggaran perlu  lebih dahulu diketahui
mengenai peEnerimaan dan pengeluaran rutin dan

penerimaan dan pengeluaran pembagunan di daerah.
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Hal ini untuk mengetahui sejauhmana penerimaan Yyang
telah terhimpun untuk sebagai bahan pertimbagan dan
penyusunan anggaran baik anggaran pembangunan maupun
anggaran rutin. Dengan mengetahui jumlah penerimaan
dan pengeluaran dapat memberikan gambaran tentang
produk apa vyang akan dihasilkan setelah rencana
anggaran menjadi anggaran dan dilaksanakan untuk
digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan proyek-—-proyek.
Untuk lebih Jjelasnya berikut dapat dikemukakan
beberapa teknik penyusunan anggaran yang dikemukakan
salah seorang ahli yaitu Koestomi Diajadibrata
(1987 : 29 - 40) mengatakan teknik penyusunan anggaran
adalah :

"1. Anggaran berdasarkan pagu terbuka;

2. Anggaran berdasarkan pagu tertutup:

3. Anggaran berdasarkan beban keriaj;

4. Anggaran berdasarkan tingkat perubahansg

5. Anggaran berdasarkan tingkat prioritas; dan

4. Anggaran berdasarkan penilaian jenis penge-
luaran".

Yang dima . sud dengaﬁ teknik tersebut bahwa
Dinas/Badan mengajukan single (satu) perkiraan
anygaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kfegiatannya.
Karena merupakan usulan yang optimal ma''a tidak ada
pembatasan. Fengajuan anggarsn seperti ini kurang
dilandasi degan faktw dan data sehingga sulit untuk

membandingkan peatingnya suatu program dari program

lainrya.
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Anggaran berdasarkan pagu terbatas ini kebalikan
dari teknik yang pertama, bahwa perkiraan pengeluaran
harus seimbang dengan penerimaan pada tahun anggaran
yang sama.

Anggaran berdasarkan beban kerja, dalam proses
ini penyusunan anggaran didasarkan atas ukuran beban
kerja dan biaya satuan. Beberapa anggaran yang dapat
disediakan tergantung dari perkalian kerja dan satuan
biaya.

Anggaran berdasarkan analisa perubahan yaitu
pengajuan usulan anggaran menunjukkan kenaikan atau
penurunan dibandingkan tahun anggaran yang lalu.
Biasanya penilaian hanya ditujukan pada kegiatan yang
usulan anggarannya naik padahal kegiatan tahun lalu
mungkin kebetulan tidak dimintakkan kenaikannya sudah
tidak perlu lagi untuk dilakukan. Hal memungkinkan
bahwa ada kegiatan baru yang perlu dibiayai.

Anggaran berdasarkan tingkat prioritas, disini
Dinas atau Badan mengajukan usulan anggaran dengan
memperhatikan mana yang menjadi program prioritas dari
beberapa proyek vyang akan dilaksanakan. Dengan
demikian penyediaan dana dapat dikaitkan dengan urutan
prioritas, artinya proyek mana yang perlu dilaksanakan
secepatnya dengan pertimbangan dan keperluan atau

penggunaan proyek tersebut sangat mendesak.
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Kemudian anggaran berdasarkan penilaian Jjenis
pengeluaran pada teknik ini diperlukan persetujuan
dari setiap jenis pengeluaran yang diajukan oleh unit
pelaksana anggaran, seperti pembelian/pengadaan
peralatan, penambahan pegawai, biaya/dana perjalanan
dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan kita
bahwa dalam perencanaan membutuhkan klasifikasi
anggaran yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran
pembangunan.

Untuk itu karena sekian banyaknya teknik
penyusunan anggaran membutuhkan informasi, fakta dan
data vyang aktual dari masing—-masing bidang tentang
pelaksanaan tugas-tugasnya, kemampuan mengevaluasi
pelaksanaan tugas tahun sebelumnya sebagai bahan
penyusunan program tahun berikutnya, dan melakukan
koordinasi diantara dinas-dinas atau badan-badan yang
terkait dalam hal penyusunan anggaran, disatu pihak
dan dilain pihak supaya teknik tersebut dapat

dipadukan satu sama lainnya.

Instansi-Instansi Yang Terlibat Langsung Dalam Froses
Fenyusunan Anggaran

Fenyusunan anggaran negara akan melibatkan semua
Departemen, hal ini jika ditinjau dari konteks

kenegaraan, jika dilihat dari konteks daerah maka yang
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terlibat adalah semua Dinas-dinas Daerah dan Badan-
badan vang berada dalam wilayah Sekretariat Daerah
yang bersangkutan, demikian pula Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Ujung Fandang.

Dimana proses penyusunan anggaran dimulai dari
penyusunan anggara dari masing Departemen atau Lembaga
dan untuk daerah dan masing—masing Dinas atau Eadan
vang dalam lingkungan sekretariat daerah yang
bersangkutan. Namun demikian ada beberapa instansi
dilihat dari Jenis pengeluarannya (anggaran) tidak
ikut serta dalam pembebanannya, kecuali Bagian
Keuangan Daerah atau bagian anggaran khusus.

Seperti vyang dikemukakan salah seorang ahli
mengenai instansi vyang terlibat dalam penyusunan
anggaran ini adalah sebagai berikut : M. Ichwan,
Akuntan (1989 : 27) bahwa :

"Setelah penyusunan bagian anggaran oleh masing-
masing Departemen/Lembaga, maka instansi yang
terkait dalam peranan pembahasan untuk penentuan
jumlah tertinggi (plafond) adalah Menteri
Keuangan dengan aparatnya Direktorat Jendral
Anggaran yakni untuk perencanaan anggaran
pembangunan yang memeganag peranan utama
disamping BAFFENAS adalah Menteri Keuangan'.

Rertitik tolak dari uraian tersebut, maka untuk
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II instansi vyang

terkait dalam kegiatan penyusunan anggaran daerah ini

antara lain BRagian Keuwangan Daerah, Badan Perencanaan
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Fembangunan Daerah, Bagian Fembangunan, Dinas
Pendapatan Daerah dan Dinas/Satuan Organisasi dalam
lingkungan Sekretariat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai lembaga legislatif di daerah.

Demikian wuwraian instansi yang terkait dalam
pelaksanaan penyusunan anqggaran yang dapat memberikan
gambaran buat kita dalam pembahasan selanjutnya vyaitu
untuk mengetabui sejaubmana fungsi Badan Ferencanaan
Daerah Dalam Froses Fenyusunan Anggaran di Daerah, dan
dapat pula diambil kesimpulan sementara bahwa vyang
sangat berperan dalam proses penyusunan anggaran
daerah adalah Bagian Keuangan Daerah., Eagian
Pembangunan Daerah dan Dinas Fendapatan Daerah yang
sangat utama adalah Badan Ferencanaan Fembangunan
sendiri. Sedangkan Legislatif (DFRD) berfungsi sebagai

badan pengesah anggaran.




BAB III

GAMBARAN TENTANG OBJEK FENELITIAN

A. Dasar Fembentukan Badan Perencanaan FPembangunan Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan di
Daerah khususnya dibidang Ferencanaan Fembangunan
perlu dibentuk Badan khusus, dengan maksud tercapainya
tujuan dan sasaran Otonomi Daerah yang bertanggung
jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Presiden
Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor 27 Tahun
1980 tentang Fembentukan EBadan Ferencanaan Fembangunan
Dasrah Tingkat I dan Daerah Tingkat Il, kemudian
menyusul keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185
tahun 1980 tentang Fedoman Fembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ferencanaan
Fembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagai
tindak lanjut dari Keputusan Fresiden Republik
Indonesia tersebut. Berdasarkan kedua keputusan
tersebut, maka Femerintah Daerah Tingkat II Ujung
Fandang mengeluarkan Feraturan Dasrah Nomor 10 Tahun
1983, tentang pembentukan. Susunan organisasi dan tata
kerja badan Ferencanaan Fembangunan di daerahnya
sebagai tindak lanjut keputusan Menteri Dalam Negeri
tersebut. Atas dasar tersebut, maka terbentuklah Badan
Perencanaan Fembangunan Daerah Tingkat 11 Ujiung
FPandang.

45
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B. Tugas Pokok dan Fungsi Badaanarencanaan Pembangunan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

1.

Tugas Fokok

Badan Ferencanaan Fembangunan Daesrah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Ujung Fandang dalam kedudukannya
sebagal badan staf dalam lingkungan Sekretariat
Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Fandang, karena
langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab
kepada Walikotamadya Daerah Tingkat 1II Ujung
Fandang, dengan tugas pokok membantu Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam hal
menentukan Kebijaksanaan di bidang Ferencanaan
Fembangunan di Daerah serta mempunyai tugas untuk

menilai pelaksanaan rencana tersebut.

Fungsinvya

Untuk menyelenggarakan tugas vyang dimaksud
tersebut maka Radan Ferencanaan Fembangunan Daerah
ini mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun Pola Dasar Fembangunan Daerah
b. Menyusun Rencana Fembangunan Limat Tahun

(REFPELITA) Daerah

c. Menyusun program tabunan sebagai pelaksanaan

rencana yang telah disusun tersebut

d. Melakukan koordinasi dengan Dinas—dinas satuan

organisasi lain dalam lingkungan FPemerintah
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Daerah serta instansi lain yang berada dalam
lingkungan wilayah Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Uijung Pandang.

e. Menyusun Rencana Anggaran FPendapatan dan Belanja
Daerah (RAFEN) bersama—-sama dengan Bagian
Keuangan dengan Koordinasi Sekretarias Wilayah/-—
Daerah

f..Mengadakan Fenelitian untuk kepentingan
Ferencanaan Fembangunan Daerah

g. Menyempurnakan perencanaan pembangunan

h. Memonitor pelaksanaan pembangunan yang telah
dijadikan sebagal rencana proyek

i. Melaksanakan kegiatan lain selama tidak ber-
tentangan dengan petunjuk vang dilimpahkan

kepadanya.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ferencanaan

Fembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung
FPandang

Berdasarkan KkKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:
185 tahun 1980 tentang Pedoman Fembentukan, Susunan
Drganisasi dan Tata Keria Badan Ferencanaan Fem-
bangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka
Femerintah Daerah mengeluarkan Feraturan Daerah Nomor
10 Tahun 1983 tentang pembentukan dan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Ferencanaan
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Fembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II1 Ujung

Fandang sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri

Dalam Negeri tersebut dengan susunan sebagai berikut :

1'

A

Ketua

Dengan tugas, memimpin dan mengkoordinir seluruh
satuan organisasi dalam lingkungan Badan Ferencana-
an Fembangunan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Bidang-bidang dan para Kepala-kepala Urusan dengan
prinsip koordinasi, integrasi serta sinkoordinasi
guna menuiju efisiensi dan efektifitas kerja vyang

berdaya guna dan berhasil guna.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan bimbingan dan
pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh
satuan organisasi dalam lingkungan Badan Ferencana-
an Daerah yang dimaksud.

Untuk menyelenggarakan maksud tersebut sekretariat
Badan Ferencanaan FPembangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Ujung Fandang mempunyai fungsi

seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Bidang Fenelitian

Bidang ini mengemban tugas melaksanakan atau
mengkoorinir di bidang penelitian ekonomi, sosial
budaya, fisik dan prasarana, dengan fungsli sebagai

berikut :
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a. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan
penelitian
b. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
penelitian dalam melakukan penelitian ini
terdiri dari tiga seksi; seksi ekonomi, seksi

sosial budaya dan seksi fisik dan prasarana.

4, Bidang Ekonomi

Bidang ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut :

a. Melakukan kegiatan Perencanaan Fembangunan pada
bidang sumber dana dan daya.

b. Mengkoordinasikan rencana pembangunan dari
seluruh sumber dana yang akan diperoleh,

€. Urusan inventarisasi permasalahan pada bidang
tersebut.

d. Menyusun program tahunan di bidang ekonomi
secara keseluruhan sumber dana dengan melakukan
keriasama diantara satuan—-satuan organisasi atau

lembaga di daerah.

5. Bidang Sosial Budaya
Dengan pembagian tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Melakukan Ferencanaan FPembangunan Fendidikan
Mental dan Spritual, FPemerintahan, Kesejahteraan

rakyat penerangan, komunikasi dan kependudukan.
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b. Memadukan dari keseluruhan rencana tersebut
diatas vyang disusun oleh Dinas-dinas Daerah,
Instansi Vertikal dan kecamatan serta badan-

badan lain yang berada dalam wilayah daerah.

Bidang Fisik dan Prasarana

Dengan tugas sebagail berikut :

a. Melakukan Ferencanaan FPembangunan di bidang
pengairan, perhubungan dan parawisata danm tata
ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam
dan lingkungan hidup.

b. Memadukan rencana program tersebut bersama-sama
instansi dalam lingkungan pemerintah daerah.

c. Melakukan psmecahan masalah yang akan dihadapi-

nya.

Bidang Statistik dan Felaporan

Bidang ini memikul tugas dan fungsi sebagai

berikut :

a. Menghimpun data dan informasi mengenali hasil
pelaksanaan program dan proyek pembangunan.

b. Melakukan analisa dan penilaian bahan dan
laporan dari berbagai instansi mengenai
pelaksanaan program dan proyek pembangunan pada
tiap—tiap instansi.

c. Menyusun laporan realisasi pelaksanaan pem—

bangunan daerah dan menyusun laporan Walikota-
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madya mengenail pelaksanaan pembangunan di daerah

yvang bersangkutan.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut, maka

Tata Kerja Badan Ferencanaan Fembangunan Daerah

Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Fandang adalah

sebagai berikut :

1.

Di dalam melakukan melaksanakan tugas dan fungsinvya
masing-—masing satuan/unit kerja dalam lingkungan
BAFFEDA senantiasa mengharapkan prinsip-prinsip
koordinasi dan sinkoordinasi dan membentuk Tim Work
(Kelompok kerijia).

Setiap pimpinan unit kerja membimbing dan mengarah-—
kan kepada bawahannya bagli pelaksanaan tugas yang
berdaya guna dan berhasil guna.

Setiap satuan organisasi wajib mematuhi peraturan
dan petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan
masing-masing.

Fimpinan satuan kerja memberikan petuniuk tentang
penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan.

Setiap satuan kerja wajib memelihara hubungan keria
vang harmonis, baik ke dalam maupun keluar.

Badan Ferencanaan Fembangunan Daerah bersama-sama
instansi wvertikal lainnya benar—benar menjalankan

tugas dan fungsinya dengan maksimal mungkin.
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7. Adanya keterpaduan rencana nasional dengan rencana
pembangunan di daerah.

B. Hubungan kerja dengan Badan Ferencanaan Fembangunan
Daerah ringkat I Sulawesi Selatan bersifat
konsultatif dan fungsional, sedangkan dengan Badan
Ferencanaan Fembangunan Nasional bersifat kon-—

sultatif fungsional melalui BAFFEDA Tingkat I.

Demikian Susunan Organisasi cdan Tata Kerja Badan
Ferencanaan Fembangunan Daerah Kotamadya daerah
Tingkat II Ujung Fandang. Untuk diketahui bahwa setiap
Bidang membawzhi Seksi—-seksi dan Sekretariat membawahi
Lrusan—urusan, dimana Seksi-seksi dan urusan—urusan
iersebut jenjang eselon sama.

Jika kita melihat susunan organisasi dan tata
keria FEBadan Ferencanaan Fembangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Ujung FPandang sebagaimana tertera
pada uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan
bahwa bentuk organisasinya adalah Line and Staff
(Garis dan Staf). Hal ini terlihat adanya unsur
pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
Untuk selengkapnya Struktur 0Organisasinya dapat

dilihat pada gambar terlampir.
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BAB IV

FEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Feranan Badan FPerencanaan Fembangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Ujung FPandang

Seringkali terdapat kesalah fahaman di lingkungan
awam bahwa perencanaan pembangunan hanya dilakukan
oleh satu badan perencana. Hal ini tidak demikian,
Perencanaan Fembangunan hanya dilakukan oleh beberapa
lembaga vyang terkait, baik langsung maupun tidak
langsung.

Namun demikian dapat dikelompokkan perlembagaan
perencanaan pembangunan menurut fungsi salah satu
lembaga yang mengembang fungsi utama dalam perencanaan
pembangunan di daerah khususnya BAFFEDA Kotamadya
Ujung Fandang.

Sebagai lembaga atau badan vyang mempunyai
tugas/fungsi sebagai perencana pembangunan daerah yang
bersangkutan perlu mengetahul bagaimana kondisi  yang
ada sekarang sebagai bahan melakukan perencanaan tahun
berikutnya, baik dilihat dari aspek kuantitas serta
kualitas maupun aspek pemanfaatan realisasi rencana
yanag dilakukan. Dengan demikian dapat diperoleh
gambaran sejauhmana peranan, serta fungsi dalam
melaksanakan tugasnya sebagal EBadan Ferenca di Daerah.

Dari aspek kuantitas dan kualitas peranan dan
fungsi BAFFEDA Kotamadya Ujung Fandang dapat dilihat

a3
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dari beberapa indikator melalui program kerjanya tahun

1990-1991 sebagai berikut :

1-

Rencana Kegiatan Rutin
Yang dimaksud dengan rencana kegiatan rutin adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Badan Ferencanaan
Fembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Ujung Fandang berdasarkan analisa dan penelitian
atau monitoring kegiatan tahun berjalan sebagai
bahan pertimbangan rencana kegiatan rutin tahun
berikutnya untuk mengetahui besarnya sumber daya
dan dana vyang tersedia dalam kurun waktu satu
téhun.

Untuk melihat keagiatan yang dilakukan Badan
Ferencanaan Fembangunan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Ujung Fandang tersebut berikut dapat

dikemukakan langkah—-langkah kegiatan rutinnya

sebagail berikut

a. Fembuatan Surat Edaran Walikotamadya Daerah
Tingkat II Ujung PFandang tentang permintaan
Daftar Usulan Froyek dari masing-masing unit
kerja pemerintah daerah Kotamadya Ujung Fandang.

b. Fenelitian Daftar Usulan Froysk berdasarkan
skala prioritas hasil rapat koordinasi Tingkat
I1.

c. Fenentuan FRencana plapon anggaran masing-masing
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program dari wunit kerja Femerintah Daerah
Tingkat II Ujung Fandang.

d. Fenyusunan pra anggaran pembangunan koordinasi
dengan unit kerja atau instansi terkait.

e. Fengajuan pra anggaran ke Walikotamadya untuk
diketahui dan disetujuinya.

f. Fengaiuan RAFEBD ke DPRD Tingkat 11 untuk dibahas

g. Mengikuti pembahasan RAFPBD setiap tingkat
pembahasarn .

h. Fenetapan AFBD oleh DFRD Tingkat I1 Ujung
Fandang.

i. Fenyerahan Feraturan Daerah kepada Femerintah
Daerah.

j. Fengajuan kepada Gubernur Tingkat 1 Sulawesi

Belatan untuk disyahkan.

Dari langkah—langkah yang dikemukakan tersebut
perlu pula dikemukakan tabel kegiatan Fenyusunan
Anggaran Fendapatan Dan Belanija Daerah Tingkat 11

Uiung Fandang sebagai berikut :

o
S ff&‘r.“h“
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TAEEL. 1
KEGIATAN FENYUSLNAN AFED DAERAH TINGKAT II UJILNG FANDANG

MENURUT INSTANSI DAN JADWAL WAKTL TAHUN 1990-1991

Kegiatan Jadwal Waktu

No. Instansi

1 2 3 4 8 & 7 8 Bulan Minggu
1. KMUPR 1 Desember  Awal
2. Bag. Keuangan a Januari Akhir
S.EH#¥DA‘ N . TR SR | 8
4. Bag.Pembangunan - 8 Jan.April Aw/Akh
S. DIFENDA 3 Januari Awal
6. Ins. Terkait 18 20 S 8
7.DFRD & Awal
8. Gubermtur 7 Awal
Sumber : Data Skunder yang diolah, 1991.

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka nampak

jelas bahwa kegiatan penyusunan anggaran pendapatan

dan belania daerah terdiri dari delapan kegiatan

yvaitu :

a. Pembuatan surat edaran oleh Walikotamadya Daerah

Tingkat II Ujung Fandang dalam hal dilakukan

oleh BAFFEDA untuk disampaikan kepada masing-

masing dinas/satuan organisasi dalam lingkungan
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Sekretariat Daerah Tingkat II Ujung Pandang

dengan berisi tentang :

- Permintaan pengajuan usul anggaran belanja
rutin dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan
Daerah (DUKDA);

- Fermintaan pengajuan usul anggaran belanja
pembangunan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek
Daerah (DUFDA);

Fengajuan Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA)

dan Daftar Usulan Proyek (DUFPDA) oleh masing-

masing Dinas dan Satuan Organisasi dalam

Lingkungan Sekretariat Daerah Tingkat II Ujung

Fandang kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat I1

Ujung Fandangs;

Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) dan Daftar

Usulan Froyek Daerah (DUFDA) yang telah diajukan

tersebut, diteliti dan dibahas masing—-masing :

= Untuk DUKDA oleh Bagian Keuwangan bersama-sama
dengan Dinas Satuan Organisasi vyang ber-

sangkutan;

= Untuk DUFDA oleh BRAFFEDA, Bagian Keuangan,

Bagian Pembangunan dan Satuan Organisasi yang
bersangkutan mengenai rencana yang tertera
dalam DUKDA berdasarkan skala prioritas dalam

Repelita Daerah.
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Usul-usul yang telah diajukan dan telah diteliti
tersebut kemudian diolah kembali oleh Bagian
Keuangan, Fembangunan , dan BAFFEDA sendiri
beserta DIFENDA untuk mengukur kemampuan pem-—
biayaan daerah berdasarkan skala prioritas
REFELITA Daerah.
DUKDA dan DUFDA yang telah diteliti dan dibahas
selanjutnya diajukan kepada Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat I1 Ujiung Fandang untuk mendapat-
kan persetuwiuan; selanjutnya :
- Untuk diperiksa dan diteliti Walikotamadya
kemudian disyahkanj
- Setelah disetujui dituangkan dalam bentuk pra
anggaran belanja dan pendapatan daerah untuk
disampaikan kepada Dewan untuk disetujuij
-  Apabila dianggap perlu disampaikan lagi
kepada FPanitia Anggaran DFRD untuk dibahas.
Fenyampaian nota keuangan dan rancangan
peraturan Daerah tentang penetapan AFED beserta
lampirannya untuk dibahas selanjutnya DFRD
mengeluarkan Feraturan Daerahs;
Kegiatan selanjutnya pengiriman Feraturan Daerah
oleh BAFFEDA kepada Gubernur untuk disyahkan dan
sebagal kegiatan vyang terakhir adalah pelak-

Sanaannye .
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Jika disimak dari tabel vyang terdiri dari
delapan kegiatan tersebut pada umumnya setiap
kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang terkait
BAFFEDA selalu terlibat kecuali kegiatan & dan 7
vang dilakukan oleh DFRD dan Gubernur sebagai
Lembaga pengesah atau sebagai lembaga vanag
sifatnya horisontal dan politis, dengan prosentase
7% %4 kegiatan dilakukan oleh pihak BAFFEDA bersama-
sama instansi vertikal lainnya dan 12,5 % oleh DFRD
Tingkat II Ujung Fandang 12,5 % oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan.

Setelah kegiatan rutin yang pertama dilakukan,
Fihak EBAFFEDA masih melakukan kegiatan beberapa
kegiatan seperti : Ferencanaan Anggaran Umum Pem-—
bangunan Fertahun meliputi kegiatan :

a. Fembentukan Tim Ferencanaan dengan SK. Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II1 Ujung FPandang
dalam kegiatan ini BAFFEDA terlibat langsung dan
instansi lain yang terkait;

b. Fengumpulan data tentang pelaksanaan pembangunan
tahun sebelumnyas

c. Evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnyas;

d. Analisa dan penyusunan konsep Rencana Umum
Fembangunan Tahunan yang meliputi sektor-sektor

pembangunan
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e. Pengajuan konsep Rencana Umum tahunan kepada

Walikotamadya untuk disetuijui dan disyahkan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut
Femerintahan Daerah Tingkat II Ujung Fandang dalam
hal ini Walikotamadya membentuk tim untuk membahas
kegiatan—kegiatan tersebut maka untuk menyelesaikan
kegiatan tersebut diadakan kegiatan :

a. Rapat 1lengkap tim untuk membahas perhitungan
anggaran dan perobahan anggaran untuk tahun
mendatang:

b. Laporan hasil rapat tim kepada walikotaj;

c. Konsultasi FPanitian Anggaran DFRD Tingkat I1;

d. Fenyampaian RAFBD dan Nota perhitungan keuangan
kepada DFR Tingkat II;

2. Dibahas Ferhitungan anggaran dan perobahan

anggaran dalam atau untuk masa satu tahun.

Ferlu dikemukakan disini bahwa kegiatan dan
pembuatannya seperti jadwal pelaksanaan semuanya
menjadli wewenang BAFFEDA yang didelegasikan oleh
Walikotamadya dan pelaksanaan kegiatan ini selalu
dilaksanakan pada awal bulan sampai Juli untuk
perhitungan anggaran dan September, Oktober sampai
Nopember untuk kegiatan perobahan anggaran jika ada

perobahan.
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Setelah dilakukannya kedua kelompok kegiatan
tersebut dilakukan pada kegiatan vyang dianggap
sangat penting oleh BAFFEDA, sebagai kegiatan rutin

seperti :

- Fersiapan @

— Pembuatan Surat Edaran Walikotamadya Kepada
Camat tentang pelaksanaan Temu Karya Tingkat
Desa dan Tingkat Kecamatanj;

- Memberikan pengarahan pada Temu Karya kepada
para peserta (Camat dan Lurah);

— Menghimpun hasil temu karya sebagai bahan rapat

koordinasi tahun akan datangs

- Felaksanaan :

— Fembentukan tim atau panitia rapat koordinasig

- Membuat Surat Edaran ulang tentang permintaan
Daftar Rencana Usulan Froyek dari masing-masing
unit Instansi’

- Fembahasan dalam bentuk rapat peErencanaan
pembangunan;

= Merumuskan kebijaksanaan pembangunan;

- Fengajuan kebijaksanaan kepada Walikotamadvas

~- Mengikuti rapat koordinasi tingkat 1 Sulawesi

Selatan.
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Realisasi FPelaksanaan Tugas Badan Ferencanaan Fem-
bangunan Daerah Dalam FProses FPenyusunan AFBD.

Sebagaimana diketahui Feraturan Daerah AFBD hanya
memuat Anggaran Fendapatan dan Belania Daerah secara
garis besar, yang mana baik belanja rutin maupun
belanja pembangunan hanya diperinci sampal sektor dan
sub sektor, demikian juga perincian lebih lanjut untuk
belanja pembangunan ke dalam proses penyusunan yang
dimuat dalam Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah.
Oleh karena 1i1tu setelah Anggaran Fendapatan dan
Belanja Daerah di Ferdakan, maka Badan Ferencanaan
Fembangunan daerah Merealisasikan anggaran dan
perinciannya dimuat dalam keputusan pemerintah dan
selanjutnya dilaksanakan oleh Eadan Ferencanaan
FPembangunan Daerah dalam rangka proses penyusunan
Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah secara
menyeluruh.

Dalam rangka proses penyusunan AFED tersebut.
maka BAFFEDA sebagai suatu lembaga atau badan vyang
berfungsi sebagai perencana pembangunan dipandang
perlu merealisasikan pelaksanaan AFEBD. Dan dalam
mewuijudkan penyusunan AFBD tersebut maka EAFFEDA
mengadakan Rapat Koordinasi Ferencanaan FPembangunan
(Rakorbang) Tingkat 11 dengan berbagai langkah

kegiatan sebagai berikut :
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Fersiapan

A .

b.

c-

Membuat Surat Edaran kepada seluruh instansi
terkait tentang rencana pelaksanaan dan
realisasi Anaggaran Fendapatan.

Memberikan pengarahan tentang berbagai langkah
dan strategi yang akan ditempuh.

Menghimpun hasil—hasil temu karya untuk bahan

pembahasan pada Rakorbang Tingkat II.

Felaksanaan

=

b.

Fembentukan Tim/Fanitia Rakorbang

Membuat Surat Edaran Walikotamadya Kepal Daerah
Tingkat I1 Uiung Fandang tentang Surat
FPermintaan Daftar Rencana Usulan Froyek dari
unit-unit instansi dalam lingkungan FEMDA KMUF.
Membahas usulan—usulan program/proyek yang
diusulkan oleh unit—unit instansi dalam suatu
rapat koordinasi perencanaan pembangunan Tingkat
IT yang diikuti oleh semua Instansi Vertikal,
Dinas, Bagian, Kantor dan Badan—-badan Usaha
Milik Negara.

Merunuskan dan mengklasifikasikan penyusunan
Frogram/Froyek menurut sumber pembiayaan (dana).
Mengajukan rumusan program kepada Walikotamadya
untuk disetujui dan dilanjutkan kepada Gubernur
dan dibahas pada rapat kKoordinasi Fembangunan

Tingkat I.
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f. Mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat I.

Setelah Rakorbang Tingkat I menyepakati per-
paduan antara persiapan dan pelaksanaan rencana
pembangunan dimana menghendaki adanya dukungan
tercapainya penyusunan Anggaran Fendapatan dan
Belanja Daerah dan realisasinya, maka AFBD tersebut
dalam Jjangka waktu tertentu dapat direalisasikan
dengan menyusun perhitungan anggaran dengan
langkah—-langkah kegiatan sebagai berikut :

a. Menginventarisasi realisasi pelaksanaan anggaran
pembangunan Koordinasi dengan instansi terkait
bagian keuangan dan pembangunan.

b. Fenyusunan perhitungan anggaran

c. FPengajuan konsep perhitungan anggaran

d. Mengikuti rapat-rapat pembahasan di DFR

2. Menerima kembali FKonsep perhitungan anggaran
dari Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah untuk

selanjutnya diteruskan kepada Gubernur.

Dalam proses penyusunan AFED BAFFEDA sebagai
perencana pembangunan disamping mempersiapkan dan
merealisasikan pelaksanaan tugasnya tentu tidak
terlepas dari prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran
belanja daerah yang merupakan dasar terealisasinya

berbagail program/proyek diantaranya adalah :
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a. Hemat, efektif dan efisien

kebutuhan tehnis yang diisyaratkan.

b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana
program/kegiatan serta fungsi masing—masing
instansi.

c. Keharusan menggunakan kemampuan daerah sejauh

hal yang dimungkinkan.

Hal ini wmerupakan dasar dari apa yang ingin
dicapali oleh BAFPEDA, agar dihasilkan perencanaan
vang sebaik-baiknya. 0Oleh karena perencanaan yang
baik askan merupakan salah satu Jjaminan suksesnya
pelaksanaan pembangunan vyang akan direalisasikan
dan dialokasikan ke bawah pada setiap instansi
terkait.

Di dalam merealisasikan pelaksanaan tugasnya
BAFFEDA juga tidak terlepas dari peraturan
daerah/pemerintah tentana perincian anggaran,
Daftar Isian Kegiatan dan Daftar Isian Froyek vyang
merupakan saran persetujuan tersedianya dana untuk
pelaksanaan belania daerah. Dimana perincian
anggaran tersebut bersifat menysluruh, untu: satu
tahun anggaran tertentu. Sedangkan DKI dan DIF
merupakan sarana persetujuan tersedianya dana yang
akan direalisasikan BAFPEDA untuk masing—masing

alokasi pembangunarn .
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Jika dengan demikian nampak Jelas bahwa
realisasi pelaksanaan tugas BAFFEDA dalam proses
penyusunan AFBD adalah dengan tereallisasinya
berbagai program kerja dan kegiatan serta
penjabaran perencanaan pembangunan yang dialokasi-
kan pada objek pembangunan di dalam kerangka
perencanaan pembangunan yang telah disyahkan oleh
pemerintah untuk dilaksanakan berdasarkan Daftar
Isian Kegiatan dan Daftar Isian FProyek oleh masing-
masing pelaksana tehnis program kerja yang telah
ditetapkan oleh Badan Ferencanaan Fembangunan

Daerah.

C. Faktor Penghambat Felaksanaan Tugas BAFFEDA Dalam
Proses Penyusunan Anggaran Fendapatan dan Belanja
Daerah.

Salah satu Segl terpenting dalam proses
penyusunan Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah
adalah realisasi pelaksanaannya. untuk ini diperlukan
suatu kegiatan administrasi vyang mendukung usaha
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 0Olehnya itu
perencanaan administrasi dan pembinaan sistem
administrasi dipandang perlu dan sangat menentukan
untuk mendukung penyusunan  AFPBD  dalam waktu mana
pelaksanaan dan pembiayaan psmbangunan akan direncana-

kan sebagai bagian integral dari rencana pembangunan
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itu sendiri dan dalam penyusunan program AFBD dan
sasarans—sasaran rencana pertimbangan anggaran harus
diserasikan dengan kemungkinan pembiayaannya secara
wajar.

Oleh karena banyaknya keterkaitan antara Eadan
Ferencanaan Fembangunan Daerah dengan berbagai
instansi pemerintah, maka salah satu kecenderungan
penghambat pelaksanaan tugas BAFFEDA dalam proses
penyusunan AFBD adalah :

- Keterbatasan Dana
Yang senantiasa diperhatikan dalam penyusunan AFED,
adalah sejauhmana keterkaitan program—praogram yang
direncanakan dengan AFBD yang tersedia. Agar dapat
memberikan Jjaminan akan program—-program yang di-
rencanakan sesuai dengan jumlah dasar yang tersedia
sudah merupakan suatu kendala bagi pihak rencana
program pembangunan yvang akan dilaksanakan adalah
tidak seimbangnya antara usul program dari instansi
terkait dengan jumlah dana yang disiapkan untuk 1
(satu) tahun anggaran. Sehingga usulan-usulan proyek
tersebut tidak semuanya diangkat atau di programkan
dalam tahun vyang berjalan atau digunakan sistim
prioritas dimana program—-program yang betul-betul
menyentuh kehidupan masyarakat umum yang demikian
diangkat untuk dilaksanakan pada tahun anggaran yang

berikutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hambatan
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dalam penyusunan AFBD yang ada dalam tubuh BAPPEDA
tidak adanya keterkalitan antara rencana pembangunan
dengan anggaran (dana) yang tertuang dalam AFBD.
Masalah ini akan dijumpai mengingat salah satu
orientasi pelaksanaan dari pada perencanaan pem-—
bangunan adalah perlunya keterkaitan antara sektor
perencanaan dan sektor pengelolaan dana APBD. Dimana
diketahui bahwa tujuannya adalah agar supaya apa
vang direncanakan sebagail kegiatan usaha penyusunan
dan pengelolaan anggaran, Juga mendapat kepastian
penyediaan pembiayaan proyek—-proyek yang ada.

Apabila tidak adanya titik temu antara peren—
canaan dan anggaran yang ada, dengan sendirinya
tidak dapat di lakukan penilaian suatu kegiatan
usaha penyusunan anggaran dari segi kemungkinan-—
kemungkinan pembiayaan berbagai proyek yang dilihat
dari keterbatasan pembiayaan pembangunan yang ter-
sedia.

ODlehnya itu  hubungan antara perencanaan dan
dana AFBD harus menjadi timbal balik, disatu pihak
pencerminan dalam penyusunan anggaran menjamin
kepastian pembiayaan dan dilain pihak perencanaan
akan memberikan perhatian terhadap keterbatasan
sumber dana yang akan diproyeksikan. kecuali itu
juga perencanaan proyelk menjadi lebih berperhatian

terhadap masalah realisasi anggaran.
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Dengan demikian tanpa adanya kaitan dan
keserasian yvang harus mencerminkan realisasi
perencanaan dan penyusunan anggaran, maka hal ini
dirasakan akan menjadi hambatan atau kendala bagi
pelaksanaan tugas BAFFEDA dalam usaha menyusun
Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah. Maka dengan
demikian keserasian dan kaitan antara perencanaan
dan dana vyang terhimpun begitu sangat penting
artinya bagi BAFFEDA. Sebab dengan keserasian ini
jadwal kegiatan perencanaan dan Jjadwal penyusunan
anggaran serta adanya kegiatan tinjauan realisasi
pembangunan, perkiraan tentang sumber—-sumber pem-
biayaan, seluruh waktu dalam analisa dan perencanaan
proyek akan bertemu pada suatu saat vyang sama,
dimana proyek-proyek vyang telah di telaah dan
disetujui akan dapat langsung dimasukkan dalam
penyusunan dan usulan Anggaran Fendapatan dan
Belania Daerah. Dan realisasi pelaksanaan dari
pembiayaan proyek-proyek yang telah disetujui akan
dapat segera diselenggarakan berdasarkan pelaksanaan
dan tahun Ffiskal vyang berlaku dalam kurun waktu

tertentu.

Koordinasi
Sebagaimana KEFRES Nomor 27 tahun 1980 tentang

Fembentukan BAFFEDA, Masalah Koordinasi (Ferencanaan



70
Felayanan) Fembangunan dibawah tanggung jawab
BAFFEDA Tingkat I1I.
Agar proyek vyang direncanakan tersebut, dapat
berjalan sesuai dengan rencana atau dalam arti dapat
dilaksanakan tepat pada waktunya maka koordinasi
sangat dominan di dalamnya.
Sering dijumpal dalam proses pelaksanaan program
pembangunan keterlambatan pelaksanaan masing—mgsing
sering dijumpai, hal ini dapat menghambat proses
penyelenggaraan rencana/proyek berikutnya.
Fenyampaian laporan kemajuan proyek oleh pimpro ke
EAFFEDA belum berjalan sebagaimana yang diharapkan,
dimana diketahui bahwa penyampaian laporan kemajuan
proyek itu dilakukan sekali dalam satu bulan, hal
ini dapat memberikan informasi untuk selanjutnya
dicarikan jalan keluar jka proyek tersebut mengalami
hambatan apakah itu merobah waktu dan lain-lain.
Feraturan pada instansi Tingkat I atau Departemen
yang berada dalam lingkup wilayah kerja di KMUF;
jika dilihat KEFRES Np.27 Tahun 1980, maka koor-
dinasi perencanaan/pelaksanaan pembangunan berada
dibawah kendali BAFFEDA Tingkat I1; sering dijumpai
bahwa adé sebagian besar program/proyek vyang di-
laksanakan/diprogramkan di KMUF tanpa sepengetahuan
BAFFEDA ataukah tidak memberikan laporan kemajuan

proyek; Hal ini ada kecenderungan bahwa Departemen
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yang bersangkutan merasa dirinya tidak perlu
dikoordinir oleh BAFFEDA dengan asosiasi pemikiran
bahwa Departemen yang bersangkutan tidak berada di
bawah FEMDA KMUF} Hal inilah Jjuga salah satu
hambatan dalam proses penyelenggaraan prdgram,
sehingga kadangkala dalam pelaksanaan suatu
program/proyek dilapang mengalami  hambatan akibat
dari koordinasi yang tidak jalan.

Contoh : Dari Dinas FU telah memprogramkan
perbaikan jalan, setelah 1tu Pihak Telkom
pada tempat yang sama pula memprogramkan
penggalian/penggantian kabel Telpon, FLN
juga mengadakan perbaikan aliran listrik

secara bersama pula.

Tingkat, Fengetahuan Ferencanaan Fada Kelurahan
Masih Kurang.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu perencanaan
yvang dilakukan selain perencanaan dari atas juga
perencanaan dari bawah. Sehubungan dengan penyusunan
AFBD di KMUF kebijaksanaan yang ditempuh oleh
pemerintah menitilk beratkan pada aspirasi dari bawah
dalam hal ini masyarakat yang ada dalam kelurahan
dari pengajuan usul program masih dirasakan program-—
program vyang diusulkan terutama belum menyentuh
kehidupan masyarakat vang dianggap mendesak untuk

segera dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.
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Hal ini perlu pemikiran bahwa pada tingkat kelurahan
perlu dipikirkan untuk melihat tenaga perencanaan

yang mempunyai keahlian dibidangnya dan wawasan yang

luas.




BAE V

KESIMFULAN DAN SARAN-SARAN

Dari keseluruhan penjelasan yang telah duraikan dari

bab ke bab, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan

saran—saran adalah sebagai berikut i

A. Kesimpulan

) I

Fembangunan Kotamadya daerah Tingkat II Uijung
FPandang akan terus diupayakan dengan berbagai
prioritas berdasarkan potensi daerah yang ada, maka
diperlukan perencana pembangunan yanag maimpu
menyesualikan potensi-potensi tersebut dengan terus
mendorong dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi
masyarakatnya.

Badan Fembangunan Ferencanaan Daerah sebagai
pelaksana dan penentu kebijaksanaan daerahnya yang
tepat dan se}asi, dengan perkembangan daerahnya
untuk menjamin lingkungan yang sehat sesuai dengan
arah dan kebijaksanaan pembangunan lima tahun dan
selalu berpedoman pada Garis—-Garis Besar Haluan
Megara.

Dalam kedudukannya BAFFEDA sebagai badan staf vyang
langsung berada dan bertanggung Jjawab kepada
Walikotamadya mempunyail tugas pokok membantu
Walikota dalam menentukan berbagai kebijaksanaan di
bidang perencanaan dan penilaian atas realisasi

pembangunan.
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BAFFEDA dibentuk dengan maksud untuk menyelenggara-
kan tugas dan fungsi daerah sebagai daerah otonom,
agar pelaksanaan pembangunandaerah dapat di-
laksanakan secara terpadu dan serasi sesual dengan
prioritas dan potensi daerah.
Berdasarkan Undang-undang No.35 tahun 1974 tentang
sumber—-sumber pendapatan daerah, maka anggaran
pembangunan mempunyal beberapa fungsi yang mengatur
usaha membiayai pembangunan adalah : fungsi hukum,
fungsi material danm fungsi kebijaksanaan.
Fekerjaan menyusun anggaran merupakan pekerjaan
yang rumit dan besar resikonya, olehnya itu di-
dukung dengan berbagai teknik penyusunan, dan
sebagai badan pertimbangannya adalah terlebih
dabulu diketahui mengenail penerimaan dan penge-—
luaran rutin pembangunan daerah. Dan setelah itu
dapat memberi gambaran tentang produk apa yang akan
dihasilkan.
Instansi-instansi terkait dan terlibat langsung
dalam proses penyusunan anggaran dan belanja daerah
disebutkan; Bagian Kewangan, Badan Ferencanaan
Fembangunan Daerah, Bagian Fembangunan, Dinas
Fendapatan Daerah, DFR sebagai lembaga legislatif.
Tugas pokok BAFPFEDA dalam kedudukannya sebagai
badan staf dalam lingkungan Sekretariat Kotamadya

adalah menentukan kebijaksanaan di bidang
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perencanaan pembangunan dan untuk menilai realisasi
pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan tugasnya
BAFFEDA selalu memperhatikan persiapan dan
pelaksanaan rencana pembangunan, dimana menghendaki
adanya dukungan tercapainya penyusunan AFBD. Dan
dalam pelaksanaan tugas tersebut BAFFEDA tidak
terlepas dari prinsip-prinsip: Hemat, Efektif dan
Efisien, terarah dan terkendali serta keharusan
mengadakan, dan menggunakan kemampuan daerah

sejauhmana yang dimungkinkan.

10.Dalam melaksanakan tugasnya BAPFEDA tentu tidak

terlepas dari berbagai hambatan atau kendala,
vang mana hambatan tersebut antara lainji tidak
mendukungnya administrasi dalam usaha menyusun
anggaran pembangunan yang harus diserasikan dengan
kemungkinan pemblayaannya secara wajar.

Dan hambatan lain adalah tidak adanya keterkaitan
antara perencanaan pembangunan dengan anggaran
(dana), pemasukan daerah yang tertuang dalam AFED
untuk membiayail berbagai program yang akan

dialokasikan.

Saran-Saran

1.

Fembangunan daerah merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional, oaleh karenanya pemerintah
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Daerah Tingkat II Ujung Pandang hendaknya melakukan
upaya-upaya dan terobosan secara maksimal dalam
rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan agar
terarah dan terpadu disemua aspek pembangunan.

2. Menyadari pentingnya peranan BAFFEDA, dimana
kehadirannya untuk menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintah, maka disarankan agar BAFFPEDA selalu
berupaya untuk terus meningkatkan peranannya di-

dalam menunjang terealisasinya rencana pembangunan.

A

- Oleh Ekarena pekerjaan menyusun anggaran merupakan
pekerjaan vang rumit dan besar resikonya, dimana
harus memperhatikan azas dan tujuan kemana anggaran
itu akan direalisasikan, maka diharapkan dan
disarankan BAFFEDA harus memiliki pandangan luas
tentang kondisi dan peradaban daerah secatra
keseluruhan.

4. Mengingat perencanaan vyang baik adalah merupakan

salah satu  jaminan suksesnya pelaksanaan pem-

bangunan maka BAFFEDA sangat diharapkan mereali-
sasikan dan mengalokasikan setiap program dan
proyek, serta tetap wmembina hubungan kerjasama

dengan instansi-instansi terkait.

on

Administrasi adalah salah satu sektor terpenting
dalam proses penyusunan anggaran dan pendapatan
belanja daerah, olehnya itu pembinaan sistem

administrasi dipandang perlu untuk disempurnakan

e
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dalam rangka mendukung terealisasinya AFPBD. Sebab
tanpa peranan dari pada administrasi pelaksanaan
pembangunan akan mengalami kepincangan yang sangat
berarti.

Disarankan pula agar hubungan antara perencanaan
dan penyusunan dana AFBD harus selalu menjadi
timbal balik, dimana disatu pihak perencanaan dalam
penyusunan anggaran menjamin kepastian pembiayaan-
nya dan dilain pihak perencanaan akan memberikan
perhatian terhadap keterlibatan danan vyang akan
diproyeksikan.

Hendaknya selalu ada keterkaitan, keserasian dan
titik temu antara program—-program pembangunan yang
dialokasikan dengan penyusunan dana AFBD yang telah
dikelolah untuk penyediaan dan pembiayaan dari

berbagai proyek-proyek yang ada.
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